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PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 

NOMOR 1 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI HALMAHERA TENGAH, 
 

Menimbang 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Mengingat 
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bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan 

masyarakat yang berkualitas, terjangkau pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Weda dan mendukung operasional 

pembiayaannya, serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Weda; 
 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3420); 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HALMAHERA TENGAH  
dan 

BUPATI HALMAHERA TENGAH 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA 
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Halamahera Tengah. 

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah. 
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RSUD 

adalah RSUD Weda Kabupaten Halmahera Tengah. 
6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.  

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang Pribadi atau Badan. 
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.  

9. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan oleh 
Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah. 

10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD yang diberikan 
kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, pemeriksaan, 

diagnose, pengobatan dan rehabilitasi medis termasuk penunjang dan/atau 
pelayanan lainnya. 

11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, 

perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan 
lainnya dengan menempati tempat tidur. 

12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, 
perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan 

lainnya tanpa tinggal dirawat inap. 
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang 

harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko 

kematian/cacat. 
14. Pelayanan Intensif adalah pelayanan untuk penderita yang mengancam 

nyawa akibat penyakit, pembedahan atau trauma di ruang perawatan 
intensif terpadudan perawatan observasi intensif Instalasi Gawat Darurat. 
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15. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk 

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya 
pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur lebih dari 6 jam 

kurang dari 24 (dua puluh empat) jam. 
16. Tindakan Medik Dasar Rawat Jalan adalah tindakan keperawatan meliputi 

mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah. 
17. Tindakan Medik Dasar Gawat Darurat adalah tindakan keperawatan 

meliputi mengukur suhu tubuh, berat badan, tekanan darah, injeksi, dan 
pemasangan infus. 

18. Tindakan Medik Dasar Rawat Inap adalah semua tindakan asuhan 

keperawatan di Rawat Inap. 
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang 

menggunakan pembiusan lokal atau pembiusan umum; Pada suatu 
pertimbangan khusus (indikasi medis) tindakan medik operatif yang 

dilakukan di pelayanan rawat jalan atau poliklinik eksekutif dapat 
dilakukan di kamar operasi. 

20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik kepada pasien tanpa 

pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi. 
21. Tindakan Medik Anestesi adalah tindakan medik pembiusan umum, regional 

atau lokal. 
22. Tindakan Medik Emergensi adalah tindakan medik yang dilakukan kepada 

penderita yang datang keRSUD dalam keadaan gawat dan atau darurat yang 
karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya. 

23. Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) adalah bahan dan alat dasar yang 

digunakan untuk pelayanan kesehatan dalam rangka menegakkan diagnosa, 
observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan 

lainnya sebagai komponen yang dihitung dalam tarif pelayanan. 
24. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk 

membantu penegakan diagnosis dan terapi. 
25. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada 

pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan 

pelayanan medik antara lain administrasi, laundry dan lain-lain. 
26. Incenerator adalah sejenis alat mesin yang berfungsi untuk 

pengolahan/pemusnahan limbah medis berbahaya khususnya dari kegiatan 
rumah sakit yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit yaitu limbah 

medis infeksius, limbah medis benda tajam, limba medis farmasi dan limba 
medis patalogis. 

27. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas 

pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan habis pakai yang digunakan 
langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, 

dan/atau pelayanan lainnya. 
28. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan 

atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, 
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan pelayanan farmasi. 

29. Biaya Administrasi Rekam Medis adalah Biaya atas penyelenggaraan 

pelayanan administrasi rekam medis. 
30. Ambulance adalah mobil transportasi untuk pasien kasus gawat darurat 

dengan tenaga medis 
dan Paramedis tujuan menjemput pasien/merujuk ke rumah sakit lain. 

31. Ambulance Jenazah adalah mobil transportasi untuk Jenazah dengan 
tujuan mengantar/mengambil jenazah ke tempat tujuan/rumah duka. 

32. Tarif pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 

kegiatan pelananan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat 
sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya. 

33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah APBD Kabupaten Halmahera Tengah. 
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34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.  
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang.  

36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang 

diajukan oleh Wajib Retribusi.  
 

 
BAB II 

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan  dipungut retribusi atas 
pelayanan yang dilakukan di rumah sakit umum daerah dan dikelola oleh 

Pemerintah Daerah.  
(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD. 
(3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang 

mendapatkan jasa pelayanan kesehatan. 
 

Pasal 3 
(1) Subjek  Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan 

yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan. 
(2) Wajib Retribusi Pemakaian Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Halmahera Tengah adalah orang pribadi atau badan 

yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan. 
 

 
BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI  

 
Pasal 4 

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 
 

BAB IV 
TINGKAT PENGUNAAN JASA, MASA DAN PRINSIP RETRIBUSI 

 

Pasal 5 
(1) Tingkat pengunaan jasa di ukur berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi 

pengunaan layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Halmahera Tengah. 

(2) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah.  

 

Pasal 6 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan 

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kesehatan 
dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan 

aspek pelayanan publik. 
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya prasarana, biaya 

operasional dan pemeliharaan.  
 

 
BAB V 

PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI  
 

Pasal 7 
(1) Pelayanan yang dapat dikenakan tarif adalah pelayanan : 

a. Rawat Jalan; 

b. Rawat Inap; 
c. Rawat Darurat; 

d.  Rawat Day Care; dan 
e.  Rawat Sehari (One Day Care). 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
 a. Pelayanan Medik; 
 b. Pelayanan Penunjang Medik; 

 c. Pelayanan Penunjang Non Medik; 
 d. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental; 

 e. Pelayanan Konsultasi Khusus; 
 f. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah; dan 

 g. Pelayanan Ambulance. 
 
 

BAB VI 

PELAYANAN AMBULANCE 

 
Pasal 8 

Pelayanan ambulance diklasifikasi dalam : 
a. Ambulance jenazah;  

b. Ambulance transport yang dilengkapi dengan fasilitas emergency kit; dan 
c. Ambulance transport. 
 

Pasal 9 
Pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh 

seorang sopir (pengemudi) dan dapat didampingi oleh 1 (satu ) orang petugas 
atau lebih. 

 
 

BAB VII 

PELAYANAN FARMASI 
 

Pasal 10 
 

Pelayanan kefarmasian rumah sakit dan obat-obatan/bahan alat kesehatan 
habis pakai (BAKHP) ditetapkan sebagai berikut: 
a. Bahan dan obat untuk semua jenis pelayanan kesehatan farmasi sebesar 

harga faktur pembelian ditambah jasa pelayanan dan jasa sarana atau tidak 
melebihi harga eceran tertinggi 

b. Untuk pelayanan obat pelayanan masyarakat miskin (JKN-KIS) berdasarkan 
peraturan kementerian kesehatan yang berlaku; 

c.  Untuk pelayanan umum tarif obat/bahan alat kesehatan habis pakai 
(BAKHP)  besarannya ditambah jasa sarana 20% (dua puluh per seratus); 

d. Untuk jasa pelayanan farmasi ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari 

harga dasar; 
e. Jasa pelayanan Farmasi adalah jasa yang diberikan oleh Apoteker ke 

pasien/keluarga dalam bentuk farmasi klinis atau asuhan kefarmasian. 
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Pasal 11 

(1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehtan kepada masyarakat 
khususnya dibidanng farmasi, rumah sakit dapat mengelola sendiri 

pelayanan farmasi di maksud 
(2) Pengelolaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

 
BAB VIII 

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 12 

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan 
berdasarkan jenis pelayanan kesehatan terdiri dari : 

a. jasa sarana; dan 
b. jasa pelayanan. 

(2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 13 

(1) Besaran tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 
sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan pada: 
 

a. Hasil evaluasi pelaksanaan peraturan daerah ini; 
b. Perubahan indeks harga penyediaan jenis pelayanan; 

c. Adanya perubahan atau kenaikan harga komponen jasa sarana; dan 
/atau 

d. Tingkat perekonomian masyarakat. 

 

 

BAB IX 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

 

Pasal 14 

Retribusi terutang dipungut di diwilayah tempat pelayanan kesehatan 

diberikan. 

 

 

BAB X 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Pemungutan 
 

Pasal 15 
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan.  

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.  
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(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan ditagih pada bulan berikutnya.  

(4) Hasil retribusi pelayanan kesehatan seluruhnya disetor ke kas Daerah.  

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.  
 

Pasal 16 
(1)  Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.  

 
Bagian Kedua 
Pemanfaatan 

 
Pasal 17 

(1)  Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan 
untuk mendanai sebagian dari kegiatan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.  

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

 
Bagian Ketiga 

Keberatan  
 

Pasal 18 
 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.  
(2)  Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 

alasan-alasan yang jelas.  

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di 
luar kekuasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 
Pasal 19 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan 
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan 
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus 
diberi keputusan oleh Bupati.  

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.  

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
dikabulkan.  

 
Pasal 20 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.  

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.  
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BAB XI 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN 

PENUNDAAN PEMBAYARAN 
 

Bagian Kesatu 
Penentuan Pembayaran 

 
Pasal 21 

Kewajiban membayar retribusi pelayanan kesehatan ditentukan berdasarkan jenis 
dan frekuensi pelayanan yang diterima oleh orang atau badan.  
 

Bagian Kedua 
Tempat Pembayaran 

 
Pasal 22 

Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dilakukan di tempat pelayanan 
kesehatan diberikan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.  
 

Bagian Ketiga 
Angsuran dan Penundaan Pembayaran 

 
Pasal 23 

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, mekanisme 
pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  
 
 

BAB XII 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

 
Pasal 24 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati.  

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.  

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan 
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SLRDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.  

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.  

(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua Persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.  

 

 

BAB XIII 
PENAGIHAN 

 
Pasal 25 

(1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat 
Teguran.  

(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) 
hari sejak jatuh tempo pembayaran.  
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(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi 
retribusinya yang terutang.  

(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.  

 
 

BAB XIV 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA 

 
Pasal 26 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.  

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh jika:  
a. diterbitkan Surat Teguran; atau  

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 
maupun tidak langsung.  

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut.  

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah.  

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.  

 
Pasal 27 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.  

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang 
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 
dengan Peraturan Bupati.  

 
 

BAB XV 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 
Pasal 28 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.  

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain 
dengan cara mengangsur.  

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, sosial, penyakit, 
korban kekerasan dalam rumah tangga dan atau kerusuhan atau kondisi lain 
yang ditetapkan oleh Bupati.  

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh 
Peraturan Bupati.  
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BAB XVI 
SANKSI ADMINISTRASI 

 
Pasal 29 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan 
dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih 
dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah. 

 
 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

 
Pasal  30 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Halmahera Tengah. 
 

Ditetapkan di Weda 
pada tanggal 2 Agustus 2019 

BUPATI HALMAHERA TENGAH, 
 
 

 
EDI LANGKARA 

 

Diundangkan di Weda  

Pada tanggal 2 Agustus 2019 
SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, 

 
 

 
 SAIFUL SAMAD 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2019  
NOMOR 1 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  HALMAHERA TENGAH PROVINSI 
MALUKU UTARA 2/2019. 
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PENJELASAN 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 

NOMOR 1 TAHUN 2019 
TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 

 
I. UMUM  

 
Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki 

peran yang sangat strategis dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah 
merupakan rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan 
pelayanan kesehatan dasar yang tidak membedakan kelas perawatan dalam 
upaya menjamin peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka 
penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang memberikan 
pelayanan gawat darurat selama 24 jam, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap.  

Sehubungan perlu ditetapkan Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Penyusunan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah ditujukan untuk 
mengoptimalkan retribusi sebagai tambahan Pendapatan Asli Daerah. 

 
 
II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  
Cukup jelas  

Pasal 2  
Cukup jelas  

Pasal 3  
Cukup jelas  

Pasal 4  
Cukup jelas  

Pasal 5  
Cukup jelas  

Pasal 6  
Cukup jelas  

Pasal 7  
Cukup jelas  

Pasal 8  
Cukup jelas  

Pasal 9  
Cukup jelas  

Pasal 10  
Cukup jelas  

Pasal 11  
Cukup jelas  

Pasal 12  
Cukup jelas  

Pasal 13  
Cukup jelas  

Pasal 14  
Cukup jelas  

Pasal 15  
Cukup jelas  

Pasal 16  
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Cukup jelas  
Pasal 17  

Cukup jelas  
Pasal 18  

Cukup jelas  
Pasal 19  

Cukup jelas  
Pasal 20 

Cukup jelas  
Pasal  21 

Cukup jelas  
Pasal  22 

Cukup jelas  
Pasal  23 

Cukup jelas  
Pasal  24  

Cukup jelas  
Pasal 25  

Cukup jelas  
Pasal 26  

Cukup jelas  
Pasal 27 

Cukup jelas  
Pasal 28  

Cukup jelas  
Pasal 29  

Cukup jelas  
Pasal 30 

Cukup jelas  
 

 
 

 
 

 

 


